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ABSTRAKSI

NOVITA RATNA DEVIANI, Hukum Perdata Bisnis, Fakuka Hukum
Universitas Brawijaya, September 2012nalisis Yuridis Kontrak Baku
Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas berdasarkan Asas-Asas Hukum
Perjanjian dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, Djumikasih SH.MH; M. Zairul Alam SH.MH

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas meaigerasalah kontrak baku
pembukaan rekening dianalisis berdasarkan asasiakam perjanjian dan Pasal
18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tent&erlindungan
Konsumen. Hal ini dilatar belakangi oleh semakin nmgkatnya jumlah
masyarakat yang ingin berkecimpung di bidang pasadal akibat beragamnya
saham dan efek yang ditawarkan yang diimbangi dehkgamampuan membeli
sekuritas yang menjadi lebih murah dengan tekngtagg memudahkan. Selain
itu perjanjian pembukaan rekening yang merupakantupimasuk dalam
berinvestasi dipasar modal juga telah di buat dddamtuk perjanjian baku atau
kontrak baku, dimana penerapannya sangat memudgalakarpihak. produk yang
beraneka ragam, jumlah investor yang sangat bamyak dapat dibuatkan
kesepakatan yang lengkap dalam waktu yang sindiatena keadaan yang
demikianlah, peranan sektor hukum menjadi semakiisi&. Agar masyarakat
yang dalam hal ini investor dapat selalu terlinduhgk-haknya. Sehingga
pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakahakohttku yang mudah dan
praktis tersebut telah sejalan dengan asas-asasmhpkrjanjian, dan apakah
kontrak baku tersebut telah sesuai dengan ketetdpasus tentang kontrak baku
dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Dalam upaya mengetahui sesuai tidaknya kontrak lmmubukaan rekening
perantara perdagangan efek atau sekuritas khusu@hyBanareksa Sekuritas
berdasarkan asas hukum perjanjian dan pasal 18 (&yatUndang-Undang
Perlindungan Konsumen. Maka metode pendekatan yhggnakan adalah
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan isanaWengkaji dan
menganalisa kontrak berdasarkan asas —asas hukuaomdang-undang.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoletalj@n atas permasalahan
yang ada, bahwa kontrak baku Pembukaan RekenindgpdaibBreksa Sekuritas
menunjukkan kesesuaian dengan Asas kepercayaanpa@samaan hak dan asas
moral. Tetapi tidak sesuai dengan asas kebebasakonb@k, asas
konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas kesgan, asas kepastian
hukum dan asas kepatutan. Selain itu juga tidakase®engan ketentuan Pasal 18
ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentargndungan Konsumen.
Yakni Pasal 18 ayat (1) huruf d,f, dan g. Menyik&ptidak sesuaian tersebut
diatas, maka perlu kiranya pembuat undang-undangnbmat pengaturan
mengenai kontrak baku yang lebih ketat dengan dingtewajiban membacakan
dan menjelaskan isi kontrak bagi pembuat kontrakubagar tidak ada lagi
kontrak-kontrak dalam kehidupan bermasyarakat yadak sesuai dengan asas
hukum perjanjian. Bagi perantara perusahaan sekuntenysuaikan kontrak
baku pembukaan rekening dengan asas-asas hukuamj@erjdan pasal 18 ayat
(1) agar masing-masing pihak memiliki hak dan kdveegnya yang seimbang.



BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Majunya suatu Negara ditentukan oleh strata hidapyarakatnya. Di
abad dua puluh satu ini, terasa belum sah bag sajp yang berkecimpung atau
ingin berkecimpung di bidang hukum bisnhiginpa mengetahui seluk beluk
yuridis tentang pasar modalSebaliknya, bagi mereka yang telah mengetahui
serba serbi tentang pasar modal, terutama selgainkga, biasanya sudah dapat
mengklaim dirinya sebagai seorang yang mengertnidismengerti arti
globalisasi, dan mengerti hal-hal canggih lainfly®emikian adalah fenomina

yang ada di masyarakat sekarang.

! Hukum Bisnis adalah serangkain peraturan yangditarksecara langsung maupun tidak
langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalamalamiajn roda perekonomian. Zaeni Asyhadie,
Hukum Bisnis:Prinsip dan Pelaksanaannya di Indoné%akarta: PT Raja Grafindo Perada, 2005), 32

2 Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutanadepgnawaran umum dan
perdagangan efek, perusahaan publik yang berkdéagan efek yang diterbitkannya, serta lembaga
profesi yang berkaitan dengan efek. Indonediadang-Undang Pasar ModaUU No.8, LN No.64
tahun 1995, Ps. 1 angka 13.

3Globalisasi pada hakekatnya adalah suatu prosesfaranasi sosial yang akan membawa
kondisi umat manusia yang berbeda-beda dan terppeoaar dibanyak wilayah di dunia ini menjadi
satu kondisi tunggal yang tidak mengenal lagi bhttas wilayah. Melalui kemajuan teknologi
informasi yang sangat dahsyat, globalisasi kemundimakembang menjadi simbol kekuatan ekonomi
yang mampu mengintegrasikan seluruh sistem perehki@anodunia dan menembus batas-batas negara.
Tidak hanya itu saja, globalisasi juga merujuk paegpindahan nilai, terutama cara perpikir dan
bertindak dari satu irisan di suatu belahan dusjzakia irisan lain di belahan dunia lainnya. Maha&ndr
Putra KusumaKetika Hukum Berhadapan Dengan Globalis@dalang: UB Press, 2011), 1.

* Lihat Diana wiyanti, “Scripless Trading:PerdagamgBanpa warkat dalam kegiatan
perdagangan saham di Bursa efek Jakarta,” (TesscaP Sarjana lImu Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang, 2001), 81



Go Public-nya suatu perusahaan, yang dibungkus dengan leipi o
hukum pasar modal, kini bukan lagi fenomena anénd®isnis. Bahkan kesan
yang kemudian muncul adalah, perusahaan yang dpsgublic bukanlah
perusahaan pilihan-pilihan saja, tetapi perusalp@ansahaan sederhana pun bisa
go publié. Asalkan perusahaan tersebut pintar “menjual .dit&rena fenomena
yang demikianlah, peranan sektor hukum menjadi kemd&rusial. Agar
masyarakat yang dalam hal ini invedtdapat selalu terlindungi hak-haknya.

Ketika sebuah kehendak muncul dari diri masyarakétik menjadi
investor dan memasuki dunia perdagangan di pasdalmdemudian kehendak

tersebut diwujudkan dalam kesepakatan maka sakthithukum kontrak

® Go public adalah penjualan saham atas suatu permisakepada masyarakat dalam
rangka menambahkan modal untuk ekspansi (perluaanpertumbuhan perseroan. Sudarsono dan
Edilias,Kamus Ekonomi, Uang dan Bar{lakarta: Rineka Cipta, 2007), 67

® perusahaan yang melakuk@o Publicdapat berupa perusahaan: (A) Perusahaan milik
pemerintah, baik yang berbentuk Badan Usaha Midg&da (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD). (B) Perusahaan swasta, baik perasakwasta nasional, perusahaan swasta asing
maupun perusahaan swasta campuran. Di Bursa EtElnésia tercatat bahwa perusahaan swasta
merupakan perusagago publicterbanyak mencatatkan sahamnya. Irsan Nasarudistaed, Aspek
Hukum Pasar Modal Indones{dakarta: Kencana, 2004), 214

" Investor adalah Pemodal yang akan membeli ata@neenkan modalnya di perusahaan
yang melakukan emisi (disebut investor). Sebelumrmbedi surat berharga yang ditawarkan, investor
biasanya melakukan penelitian dan analisis tertdPgmelitian ini mencakup bonafiditas perusahaan,
prospek usaha emiten dan analisis lainnya. Tujtema para investor dalam pasar modal antara lain :
(&) Memperoleh deviden. Ditujukan kepada keuntungamy akan diperolehnya berupa bunga yang
dibayar oleh emiten dalam bentuk deviden. (b) Kefilkkan perusahaan. Semakin banyak saham yang
dimiliki maka semakin besar pengusahaan (mengugsai)sahaan. (c) Berdagang. Saham dijual
kembali pada saat harga tinggi, pengharapannyalagalda saham yang benar-benar dapat menaikkan
keuntungannya dari jual beli sahamnya. Kasmir, &P&#odal; Definisi, Pelaku, jenis dan fungsi Pasar
Modal,” Jurnal manajemen, Jurnal manajemen Sumber Daya BManBahan Kuliah Manajemeifil1
juli 2012) http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/0&#pr-modal-definisi-pelaku-jenis-dan.html

8 Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Korgebagai perjanjian (secara
tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, seereyewa dsb; sebuah persetujuan yang bersanksi
hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan tidak melakukan suatu kegiatan. Pasal 1313



berlaku. Berbicara mengenai kontrak atau yang pgiganal dengan sebagai
perjanjian, tentu bukanlah hal yang asing di masatr

Kontrak atau perjanjian kelihatannya adalah suatosgs yang
sederhana, apalagi jika kontrak tersebut telahdmul formulir, maka pembeli
atau dalam hal ini calon investor tidak perlu susadah berunding menentukan
apa yang harus dituangkan dalam kontrak, tidaluserah-susah ke notaris dan
hal rumit lainnya terkait kontrak. Umumnya pembsfu calon investor hanya
perlu mengisi data diri, tandatangan, dan urusatr&k selesai. Jika dunia pasar
modal dapat diandaikan sebagai tempat penjualarcreem, pembeldecade
masa lalu hanya ditawari coklat dan vanilla. Mengekan perkembangan saat
ini, tempat ice cream sekarang menyediakan berb@gai untuk publik yang
ingin menjadi investor. Lebih jauh lagi, kemampuaembeli sekuritdstelah
menjadi lebih murah dan lebih mudah dengan kemajkamunikasi dan
jaringaan komputer. Dengan semakin banyaknya pilgsnam dan efek lainnya
serta jumlah masyarakat yang ingin menjadi invesenakin meningkat naik,

maka perjanjian seringkali dilakukan dalam bentekjgmjian baku atau yang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengartikan pgaja sebagai suatu perbuatan dengan mana
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhasddip orang atau lebih. Dan dalam kehidupan sehari-
hari perjanjian adalah kumpulan janji-janji yangefiakati bersama serta menimbulkan akibat yang
berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yanggatiengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Lihat
lebih jauh di Novita Ratna Deviani, “Prosedur Peathn Kontrak Jual Beli Saham dengan Sistem
Scripless di Sekuritas” (Laporan KKL, Fakultas HakWniversitas Brawijaya, Malang, 2012), 25.

° Sekuritas disebut juga dengan perusahaan efektagafusahaan yang telah mendapat
ijin usaha dari Bapepam untuk dapat melakukan kagiaebagai penjamin emisi efek, perantara
perdagangan efek, atau manajer investasi atautkediain yang sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan oleh Bapepam. Irsan Nasarudinand ofkepek Hukum Pasar Modal Indonegilakarta:
Kencana, 2004), 141



selanjutnya disebut dengan kontrak bdkudimana penerapannya sangat
memudahkan para pihak. produk yang beraneka ragembah investor yang
sangat banyak pun dapat dibuatkan kesepakatanigragicap dalam waktu yang
singkat.

Latar belakang timbulnya kontrak baku disebabkarerna keadaan
sosial ekonomi. Perusahaan besar dan perusahaaerip@m mengadakan
kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk keyamti mereka, ditentukan
syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya padamoya mempunyai
kedudukan lemah baik karena posisinya maupun katetidaktahuannya, dan
hanya menerima apa yang disodorkan. Pemakaianakob#iku tersebut sedikit
banyaknya telah menunjukkan perkembangan yang samganbahayakan
kepentingan masyarakat, terlebih dengan mengiradatéd awamnya masyarakat
terhadap aspek hukum secara umum, dan khususnya @spkek hukum

perjanjian. Terutama mengenai asas hukum perjanjtan sendiri yang

19 Kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yarigudt hanya oleh salah satu pihak
dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali kontexsebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-
formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalaah ini ketika kontrak tersebut ditandatangani
umumnya para pihak hanya mengisikan data-datanva®ir tertentu saja dengan sedikit atau tanpa
perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana plitiakdalam kontrak tersebut tidak mempunyai
kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untukgosiasi atau mengubah klausula-klausula yang
sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut. SRAnskawati, “Asas Kebebasan Berkontrak dalam
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan PemtiaduHukum Bagi Para Pihak,” (Tesis,
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2004

Pengertian klausula baku dalam kontrak baku adsdéiap aturan atau syarat-syarat yang
telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahatam sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan
dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang ikeingan wajib dipenuhi oleh konsumen.
IndonesialUndang-Undang Perlindungan KonsuméhJ No.8, LN No.42 tahun1999. TLN No.3821,
Ps. 1 angka 10.



merupakan fondasi bagi siapa saja yang membuatdkonAsas-asas hukum
perjanjian tersebut adalah 1) Asas Kebebasan Bwedign 2) Asas

Konsensualisme; 3) Asas Kepercayaan; 4) Asas Kahkudengikat; 5) Asas
Persamaan Hukum; 6) Asas Kepastian Hukum; 7) AsasalM 8) Asas

Kepatuhan; 9) Asas Keseimbangan. Apabila kontrbdntuk kontrak baku
maka pengaturan khusus mengenai kontrak baku d&asal 18 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlinglurionsemen harus
juga dipatuhi.

Dikaitkannya kontrak baku yang sangat praktis kasatiunia pasar
modal yang serba canggih, terutama saat masyaraatoba memasuki dunia
pasar modal melalui kontrak pembukaan rekeningelustas adalah hal yang
menarik untuk diulas. Sehingga pertanyaan yang Bemnumuncul adalah
apakah kontrak baku yang mudah dan praktis terdelalt sejalan dengan asas-
asas hukum perjanjian? Dan apakah kontrak bakehlgtrgelah sesuai dengan
ketetapan khusus tentang kontrak baku dalam undadgng perlindungan
konsumen? Sehingga penulis ingin mengangkat judumlalisis yuridis kontrak
baku Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritasadaekén asas-asas
hukum perjanjian dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Ugdiilo 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen”.



B. Rumusan Masalah
1. Apakah kontrak baku Pembukaan Rekening PT DanarSk&aritas sudah
sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian?
2. Apakah kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danar8k&aritas sudah
sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang — UndangoN@&mTlahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian ini untuk :
1. Mengetahui kesesuaian kontrak baku Pembukaan Rekei®T
Danareksa Sekuritas dengan asas-asas hukum prjan;i
2. Mengetahui kesesuaian kontrak baku Pembukaan RekemT
Danareksa Sekuritas dengan Pasal 18 Ayat (1) Undasigdang Nomor

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

D. Manfaat Penelitan
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagulgesendiri maupun
bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sgbderikut:
1. Manfaat Teoritis
Penulis bertujuan untuk memberikan sumbangsih pahgan

tentang Analisis kontrak baku antara PT Danarekskur@as dengan



Investor berdasarkan asas-asas hukum perjanjiarPdsal 18 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlinglutnsumen.
Diharapkan dari penulisan ini akan memberikan Hkobusi

ilmiah bagi peminat kajian hukum kontrak pada saiaataupun di masa

akan datang. Materi tersebut telah menjadi perrahaal masyarakat

terutama dalam hal perlindungan hukum dan pengatum@ngenai

hukum kontrak yang sesuai dengan asas-asas hukjanjiza.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa: sebagai penambah referensi damtliteyang
terkait tentang kontrak baku antara sekuritas dengeestor yang
dianalisis berdasarkan asas-asas hukum perjargiarPdsal 18 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Rknfigan
Konsumen.

b. Bagi pemerintah: sebagai bahan masukan dan pertgabadalam
mengeluarkan kebijakan pembuatan dan penegakanmhukuuk
menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hulagi setiap
warga negara Indonesia.

c. Bagi masyarakat: sebagai penambah wawasan tentakgmh
kontrak secara umum dan hukum kontrak yang tergaaliara
sekuritas dan investor apabila dianalisis mengdegiesuaiannya
dengan asas-asas hukum perjanjian dan Pasal 1§13ydnhdang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan loes.



E. Sistematika Penulisan

Berikut ini dikemukakan sistematika penulisan ygsrgagi dalam :

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang pemilihan judidan latar
belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan gemellan manfaat
penelitian dan sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan lebih dalam mengenai teoriitepang

melandasi penulisan dan pembahasan yang berkatagad judul.
Teori ini akan diperoleh dari studi kepustakaan.

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode-metode yangndigan penulis
dalam melakukan penelitian yaitu dengan menentykars dan

pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan ¢priman

sekunder), teknik pengumpulan bahan, teknik asatisita, hingga
definisi konseptual. Sehingga pada akhirnya penutigpat

memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yangiditeli

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian normatif yanigkdikan peneliti,
yang menggambarkan dan menganalisa kontrak bakibipean

rekening PT Danareksa Sekuritas berdasarkan asessmas-hukum



perjanjian dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No&dahun

1999 tentang Perlindungan Ko

PENUTUP

BAB V

p1-e-qn-A1031s0daJ VAVIIMYYS (@&,

SVLISYIAINDN
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BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Hukum Kontrak
1. Istilah dan Pengertian

Hukum Kontrak merupakan kesepadanan dari ist{fantract
dalam bahasa Inggris. Salah satu kamus mendeénisidontrak sebagai
suatu kesepakatan yang diperjanjiak@norfissory agreementiiantara dua
atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikaatau
menghilangkaan hubungan huktim

Lawewnce M. Friedman mengartikan Hukum Kontrak alal
perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertdatu pasar dan
mengatur jenis perjanjian terteftu Menurut Gifis, Ada yang memberi
pengertian kontrak sebagai suatu perjanjian, asangkaian perjanjian
dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap watgsesterhadap
kontrak tersebut, atau terhadap pelaksanaan kotgrakbut oleh hukum

dianggap sebagai suatu tujas

™ Munir Fuady,Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum BisriBandung:Penerbit
PT Citra Aditya Bakti, 2007), 4

12 salim,Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Konttdkkarta: sinar Grafika,
2006), 3

13 Dewasa ini pemakaian istilah “Hukum Kontrak” aden@tasi sebagai berikut : (1)
Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mendgantang perjanjian-perjanjian tertulis
semata. Sehingga orang sering menyatakan “manaakagf” diartikan bahwa yang ditaanyakan
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2. Teori Teori Hukum Kontrak
Dalam ilmu hukum kontrak, dikenal berbagai teoang masing-
masing mencoba menjelaskan berbagai segmen dartrakonyang
bersangkutan. Berikut ini beberapa teori hukum ategt kontrak sesuai
dengan kelompoknya masing-masing dengan memakgeri&ritertentu,
yaitu sebagai beriktit:
1. Teori-teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak
2. Teori-teori berdasarkan formasi kontrak
3. Teori-teori dasar yang klasik
4. Teori Holmes tentang Tanggung Jawab Hukum (Legal
Liability) yang berkaitan dengan kontrak
5. Teori liberal tentang kontrak
3. Syarat Sahnya Kontrak
Suatu perjanjian dikatakan sah apabila telah mememsur yang

terkandung dalam pasal 1320 KUHPerdata, Yaitu

adalah kontrak tertulis. (2)Hukum kontrak dimaksamlkebagai hukum yang mengatur tentang
perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis sematg. HiBkum kontrak semata-mata dimaksudkan
sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjiamén internasional, multinasional, atau
perjanjian dengan perusahaan-perusahaan multimdsiof#) Hukum kontrak semata-mata
dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentafgnjan-perjanjian yang prestasinya dilakukan
oleh kedua belah pihak. Jadi akan janggal jikamtidan istilah “Kontrak Hibah”, “Kontrak Warisan”
dsb. Munir FuadyHukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum BisfBsindung: PT Citra Aditya
Bakti, 2007), 2-3

| hid, 5-11

15 salim,Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kondkarta: Sinar Grafika,
2009), 33-34
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1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikdtan
3. Adanya objek perjanjian
4. Suatu sebab yang tidak terlarang
4. Tempat Pengaturan Hukum Kontrak
Hukum kontrak diatur dalam Buku Il KUHPerdata, gan
terdiri atas 18 BAB dan 631 PaSalDimulai dari Pasal 1233 KUHPerdata

sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdata.

B. Kajian Umum Kontrak Baku
1. Istilah dan Pengertian Kontrak Baku
Didalam kepustakaan hukum Inggris untuk istilah tka baku
digunakan istilah standarized agreementatau standarized contract
Sedangkan kepustakaan Belanda menggunakan issl@mdaarized
voorwaarden, standardontract®.
Kontrak baku adalah kontrak yang klausula-klausidartelah

ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihakgdtmaan kontrak baku

16 Cakap menurut Pasal 330 KUHPerdata adalah 21 Tagnumenurut Pasal 47 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 74 adalah 18 Tahun.

' Lihat ditail di SalimHukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Konftalkarta :
Sinar Grafika. 2006)

8 Muzayin Nazaruddin, “asas kebebasan berkontrakmialrat kuasa membebankan hak
tanggungan dan perlindungan hukum bagi para pih@esis, Shanti Rhiskawati,Fakultas Fakultas
Hukum Kenotariatan Universitas Brawijaya, Malang02)
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dalam kontrak-kontrak yang biasanya dilakukan gidrak yang banyak
melakukan kontrak yang sama terhadap pihaklain

Inti dari kontrak baku menurut Hondius adalah bahisa
perjanjian itu tanpa dibicarakan dengan pihak Mannsedangkan pihak
lainnya hanya diminta untuk menerima atau mendiiy°.

Di Inggris?* dan Di Amerika Serik&t kontrak baku harus diuiji
dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu kimtapat berlaku atau
harus dibatalkan, serta diatur mengenai hal-halgydiarang dalam
pembuatan kontrak baku.

Kontrak baku atau perjanjian yang mengandung klaubaku

sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan yangksemaju dewasa ini,

19 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak: Perancangan kontraldakarta: penerbit PT Raja
Grafindo Persada, 2007) halaman 39

% H.Salim, Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdatdakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2006), 146

1 Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalanguji syarat-syarat baku dalam
kontrak baku agar dapat berlaku atau harus ditmtalgyarat tersebut antara lain: (1) Kemampuan
daya saing (bargaaining power) para pihak; (2) Apakonsumen ditawarkan syarat-syarat lain
dengan tingkat harga yang lebih tinggi, tapi tasparat eksonerasi dalam kontrak pembeliannya;
(3)Apakah pelanggaran kontrak dengan syarat peatianttanggung jawab, disebabkan oleh hal atau
peristiwa di luar kuasa pihak (konsumen) yang métaknya. M.J. LedeConsumer LawMacdonald
and Evans: Plymounth,1980), 20. Seperti dikutipnodimadi Miru, Hukum Kontrak: Perancangan
kontrak(Jakarta: penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2617)

22 1)Persetujuan pembeli untuk tidak melakukan gugatarhadap pengusaha;

2)Pembebasan pembeli untuk menuntut penjual mengetiap perbuatan penagihan atau pemilikan
kembali (barang yang dijual) yang dilakukan set¢@@k sah; 3)Pemberian kuasa kepada penjual atau
orang lain untuk kepentingannya, untuk menagih @smian atau pemilikan kembali barang tertentu;
4)Pembebasan penjual dari setiap penuntutan gantgian pembeli terhadap penjual. Stuart J Faber,
Handbook of cusumer law(California:Lege Book, 1978), 55. Seperti dikutijeh Ahmad Miru,
Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrédkakarta:Penerbit PT Raja Grafindo Persada,2087),
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terutama karena dengan penggunaan kontrak balabterserarti para pihak
dapat mempersingkat waktu bernegosiasi. Hal inigaarberguna jika
dikaitkan dengan prinsip bahwa “waktu adalah u&hg”
2. Eksistensi Kontrak Baku
Meskipun kontrak baku nyata-nyata dibutuhkan dajanaktik,
para sarjana hukum berbeda pendapat tentang eilssiktstrak baku. Ada
yang mendukung ada yang menentang, ada pula yandukeng tetapi
dengan persyaratan atau pengawasan tertentu.
Yang mendukung eksistensi kontrak baku adélah
1. Stain, yang mengatakan bahwa suatu kontrak bakat diferima
berdasarkan fiksi tentang adanya kemauan dan lean (fictie
van wil en vertrouwen), yakni kemauan dan keperaayantuk
mengikatkan diri kedalam kontrak tersebut.
2. Asser-Rutten menyatakan bahwa seorang mengikat&epantrak
baku karena dia sudah menandatangani kontrak terssdhingga
dia harus dianggap mengetahui, serta menghendakkal@nanya

bertanggung jawab kepada isi dari kontrak tersebut.

23 Ahmad Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrgdakarta: Penerbit PT Raja
Grafindo Persada, 2007), 78

24 Munir Fuady, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisraiku Kedua
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 85-86
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3. Hondius, yang mengatakan bahwa suatu perjanjian rehnpunyai
kekuatan hukum berdasarkan kebiasaan yang berlaamd
masyarakat.

Sebaliknya, beberapa sarjana yang melakukan kr@rkadap
eksistensi kontrak baku adalah:

1. Sluijter yang antara lain menyatakan bahwa kontizdku
sebenarnya bukan kontrak, sebab kedudukan darik pyaag
membuat formulirkontrak tersebut sudah menjadi sepembuat
undang-undang swasta.

2. Pitlo menyebut kontrak baku sebagai kontrak pakaagydalam
bahasa belanda diselnlwangcontract.

Dalam beberapa putusan dari mahkama Agung (Hogel)Raa
negeri Belanda, beberapa petunjuk hukum dapat diadtatam hubungan
dengan masalah kontrak baku, khususnya yang meuggnélausula
eksemsi. Petunjuk-petunjuk hukum tersebut adalbhgse berikut :

1. Mesti dilihat pada beratnya kesalahan dari pelsdamasuk dengan
menganalisis kesungguhan dari kepentingan —kemmamtinyang
ada.

2. Mesti dilihat dan dihubungkan dengan sifat dan sslebihnya

(diluar klausula eksemsi) dari kontrak.

% pid, 87-88
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3. Mesti dilihat kedudukan para pihak dalam masyaralanh
hubungan antar para pihak dalam kontrak tersdfigalnya, harus
dipertimbangkan faktor-faktor berikut ini:

a) Kedudukan yang kuat atau kedudukan monopolistis
dari salah satu pihak dalam kontrak .

b) Apakah salah satu pihak punya kewajiban mengadakan
kontrak (misalnya perusahaan menjalankan
kepentingan umum).

c) Apakah antara para pihak ada perbedaan keahlian
(seperti dokter, arsitek, akuntan, dan lain-lain)

4. Mesti dilihat bagaimana cara terjadinya klausulagyanerugikan
itu. Misalnya harus diperhatikan:

a) Apakah klausula tersebut lahir sesudah adanya
perundingan yang cukup atau tidak.

b) Apakah klausula tersebut lahir dalam keadaan yang
menyesatkan atau tidak.

5. Mesti dilihat berapa besarnya kesadaran dan kemeargeihak
yang kepadanya diajukan kontrak yang bersangkutshadap

maksud dari klausula yang merugikan tersebut.

Jadi disatu pihak eksistensi dari kontrak baku rdalaraktik

sehari-hari memang tidak dapat dielakkan karenaangnsudah merupakan
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kebutuhan yang nyata, tetapi di lain pihak banyaklbu-rambu hukum yang

berusaha membatasi berlakunya kontrak baku terselutama jika kontrak

baku tersebut mengandung unsur ketidakadilan. Ssdéih palang pintu

hukum yang menjadi benteng pertahanan agar peladsakontrak baku

tidak memberatkan salah satu pihak dalam kontradahdterdapatnya

berbagai metode penafsiran kontrak yang tidak ma&knkepada pembuat

kontrak baku. Metode-metode penafsiran kontraketers adalah sebagai

berikut®:

. Apabila ada pertentangan antara klausula baku denga

klausula yang tidak baku dalam suatu kontrak, meiey

dimenangkan adalah klausula yang tidak baku tetsebu

. Penafsiran kontrak baku haruslah untuk kerugiarakpih

yang menyediakan kontrak baku tersebasa§ contra

proferentem

. Seperti juga pada penafsiran kontrak lainnya, maka

penafsiran terhadap klausula baku dilakukan dergaih
melihat kepada maksud para pihak daripada hanygnanel
kepada kata-kata demi kata-kata dalam kontrak latse

(metode penafsiran historis/teleologis).

%% | bid
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3. Kewajiban Membaca Isi Kontrak

Penandatanganan suatu kontrak berarti bahwa plaak petuju

dengan kontrak tersebut, termasuk sudah setujiadesmya. Ketentuan ini

menyimpulkan bahwa sebelum menandatangani suatuakorpara pihak

mestilah terlebih dahulu membaca kontrak dan meéingekontrak tersebut.

Inilah yang disebut dengan kewajiban membaca tefhaliatu kontrak.

Konsekuensi yuridis adanya kewajiban membaca kerniiaadalah bahwa

pada prinsipnya para pihak tidak bisa dikemudian heengelak untuk

melaksanakan kontrak dengan alasan bahwa dia saepartadak membaca

klausula kontrak tersebut. Akan tetapi nilai-nik@adilan mengisyaratkan

agar perinsip kewajiban membaca isi kontrak tersdéidak pantas untuk

diberlakukan mutlak. Pengecualian untuk prinsisdbut adalah sebagai

berikut”’ :

1. Tempat dari klausula tersebut tidak pantas yaitmpad

dari klausula tersebut tidak pantas berarti pahalplyang
gagal membaca kontrak tidak dapat dimintakan
tanggungjawab secara hukum manakala klausula yang
gagal dibacanya tersebut diletakkan ditempat yaahak t
pantas sehingga klausula tersebut tidak dapat menar

perhatian pihak yang menandatangani kontrak yang

Z| bid, 89 - 91
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bersangkutan. Misalnya, jika klausula eksemsi yang
membebaskan kewajiban salah satu pihak ditempatkan

didalam kotak barang yang dibeli dalam jual beli.

. Klausula tersebut atau selurunh dokumen tidak terladaau

susah dibaca yaitu Klausula tersebut atau seluokhrden
tidak terbaca atau susah dibaca berarti tangguwgbja
salah satu pihak yang menandatangani kontrak jiigd t
dapat dimintakan terhadap klausula — klausula ndala
kontrak yang tidak terbaca oleh salah satu pihakalya
karena tulisannya terlalu kecil atau tulisannyaukalatau
kalimatnya terlalu kabur dan sangat berbelit-belit.

. Terjadi kesalahan yaittierjadi kesalahan berarti kontrak juga
tidak mengikat para pihak jika ada kesalahan dattamsula
kontrak tersebut, misalnya terdapat salah ketikkuahgka yang
seharusnya Rp 1.000.000.000 untuk harga mobil, adeni
Rp1.000.000.

. Terjadi penipuan yaitu Terjadi penipuan ini berarti
meskipun ada kewajiban untuk membaca kontrak, itetap
jika dalam kontrak tersebut ada unsur-unsur pemipglen
pihak lain berpegang pada penipuan tersebut. Miaglka
disangka dibeli adalah mobil bermerek marcededatete

dipakai seperti yang diinformasikan penjual, tetapi
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kemudian ternyata mobil tersebut mempunyai tampilas
seperti marcedes, hamun ternyata mobil tersebutakem
mesin toyota.

5. Berlakunya doktrin ketidakadilan yait@8erlaku doktrin
ketidakadilan dalam hal ini berarti Meskipun sudah
ditandatangani suatu kontrak dan meskipun ada Keavaj
membaca kontrak, tetapi jika ternyata kontrak shrigerat
sebelah dan sangat tidak adil bagi salah satu pilaaksangat
menyinggung rasa keadilan, maka berdasarkan d&ktililan
ini, kontrak tersebut tidak dapat diberlakukan. &iga kontrak
yang melepas tanggungjawab salah satu pihak baigaje

maupun karena lalai.

C. Kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas
1. PT Danareksa Sekuritas
PT Danareksa Sekuritas adalah anak perusahaan Riari
Danareksa (persero) yang merupakan Badan Usahk NBlgara (BUMN)
berdasarkan akta pendirian yang disahkan oleh M&etnakiman dalam
Surat Keputusan No. Y.A.5/353/21, Tanggal 12 JOIr7L PT Danareksa

adalah pelopor di industri pasar modal Indonesia.



21

Dalam bidang pasar modal, umumnya kita beranggaphwa
proses jual beli sah#fth dan efek’ lainnya dilakukan di Bursa Efek
Indonesia, namun berdasarkan Pasal 1 angka 4 U+tdlaoheng Pasar Modal
No 8 Tahun 1995 (UUPMJ dapat dilihat bahwa Bursa Efek tidak
melakukan sendiri jual beli efek, melainkan yegeebagai fasilitator bagi
perdagangan efek. Sedangkan yang melakukan tsingeit beli efek
adalah para brokerat broker/ perusahaan pialangy yasmi menjadi
Anggota Bursa EfeR. Sebagai anak perusahaan dari PT Danareksa
(persero), PT Danareksa Sekuritas merupakan Aadgorsa Efek yang
resmi dan memiliki tiga aktifitas, yaftt:

1) Investment Banking

2) Equity Capital Market

3) Debt Capital Market

%8 Saham adalah sertifikat yang menunjukkan buktieksipkan suatu perusahaan, dan
pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasdiemnaktiva perusahaan”. Rusiiasar Modal
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006),78

# Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengukuitamg, surat berharga komersial,
saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaarirak investasi kolektif, kontrak berjangka atas
efek, dan setiap derivatif dari efek. Indonesimdang-Undang Pasar ModaUU No.8, LN No.64
tahun 1995, Ps. 1 angka 5.

%0 Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakanndamyediakan sistem dan atau
sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan Hfek Pihak —Pihak lain dengan tujuan
memperdagangakan Efek diantara metgkdang-Undang Pasar ModaPs. 1 angka 4.

31 Anggota Bursa Efek adalah Perantara perdagangek yEing telah memperoleh izin
usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mennpatgn sistem dan atau sarana Bursa Efek
sesuai dengan perantaran Bursa Bfldang-Undang Pasar ModdPs. 1 angka 2

%2 Lihat detail pada Annual Report 2011 (Jakarta:Rifideksa,2012), 68 — 69
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4) Retail Distribution
Dalam rangka menjalankan aktifitasnya sebagai peramperdagangan efek,
PT Danareksa Sekuritas dapat membeli dan atau alesfek atas nama
investor. Disini investor yang ingin membeli ataenmjual efek harus
menyampaikan amanat jual atau beli kepada PT Diesmi®ekuritas selaku
perantara perdagangan efek yang dipercayai. Olem&atu resiko kenaikan
ataupun penurunan harga efek ditanggung investor.

2. Mekanisme Transaksi di Pasar Modal

Transaksi jual beli efek bukanlah jual beli yangsifat tunai,
karena mengaharuskan ada proses penyelesaiankiiaatsu yang sering
disebutbook entry settlemeniadi dalam jual beli saham, pembeli (investor)
tidak otomatis mendapatkan hak-haknya karena pattEptini dibutuhkan
beberapa proses seperti menjadi nasabah sekungagepakati kontrak jual
beli saham, bertransaksi, penyelesaian pembdku#an lain-lain hingga
akhirnya hak investor terpenuhi, seperti inves@angy menjual saham akan
mendapatkan uang, sementara investor yang melakoiaubelian saham

akan mendapatkan sahamnya. Di Bursa efek Indones@ses proses

33 “penyelesaian pembukuan” (book entry settlemeatim ayat ini adalah pemenuhan
hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat adarayssaksi Bursa yang dilakukan dengan cara
mengurangi Efek dari rekening Efek yang satu danamdahkan efek dimaksud pada rekening Efek
yang lain pada Kustodian, yang dlam hal ini dappiédkukan secara elektrikPenjelasan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Moda
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penyelesaian transaksi berlangsung selama 3 hasabuArtinya jika
melakukan transaksi hari ini (T), maka hak-hak att@enuhi selama 3 hari
bursa berikutnya, atau dikenal dengan istilah TE&ngan demikian
pengalihan hak pada proses jual beli saham berbedgan pengaturan
dalam Pasal 613 KUH Perdta

Pada tahun 2010, jumlah Penjaminan Emisi Sah&@ursk
Efek Indonesia mencapai Rp 29,67 triliun. Di mamalph Rp 18,9 triliun
dihasilkan oleh Danareksa Sekuritas, sehingga mpancpangsa pasar
63,73%. Sementara itu di pasar obligasi, Danar8k&aritas terlibat aktif di
dalam penjaminan emisi obligasi dengan nilai esgfiesar Rp 38,23 triliun
dengan pangsa pasar sebesar 56,88%.

PT Danareksa Sekuritas memiliki banyak nasabalagseb
investor yang melakukan jual beli efek dengan PThddeksa Sekuritas

sebagai perantara perdaganganhya

% PT Danareksa Investment Management, 200@nya jawab dan Devinisi

http://www.danareksaonline.com/TopNav, diakses 24 B012 yang menjelaskan “Hari bursa adalah
hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Buiedg Faitu Senin sampai jumat jam 09.30 WIB —
16.00, kecuali hari tersebut merupakan hari libasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh
Bursa Efek”.

% pasal 613 KUH Perdatanenyatakan bahwa : penyerahan akan piutanng-gietes
nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakdkagan jalan membuat sebuah akta otentik atau
dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebeitdafiimpahkan kepada orang lain. Penyerahan
yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya,amkln setelah penyerahan itu diberitahukan
kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan dighuPenyerahan tiap-tiap piutang karena suraabaw
dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyeraia@rtiap piutang karena surat tunjuk dilakukan
dengan penyerahan surat disertai dengan endorsmen.

% Totol pendapatan jasa dari kegiatan perantaraagardjan saham yang mencapai RP
49,78 milyar. Pendapatan tersebut diperoleh dag yang dibebankan atas transaksi saham yang
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Kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas tau
Danareksa Multi Invesment Account (DMIA)

Investor yang ingin melakukan jual beli efek dengl&T
Danareksa Sekuritas sebagai perantara perdagargateriebih dahulu
harus melewati prosedur pembuatan kontrak untukljak efek. Pertama
calon investor akan memperoleh penjelasan mengeaaareksa secara
keseluruhan, produk-produk yang dimiliki oleh PTnReeksa Sekuritas,
keuntungan dan resiko jual beli efek, dan lain-la{edua, apabila calon
investor tertarik untuk melakukan jual beli efekkagihak PT Danareksa
Sekuritas akan memberikan draf kontrak yang didajanberisi ketentuan-
ketentuan secara lebih detaill mengenai jual bedk,etintuk kemudian
dipelajari dan disepakati oleh calon investor. Algabalon investor masih
belum memperoleh penghasilan pribadi atau caloesiov menggunakan
dana dari orang tua maka orang tua harus membratpRrsetujuan.

Setelah orang tua memberikan persetujuannya, caleestor
dapat menandatangani draf kontrak pembukaan rekéhinDanareksa atau
Danareksa Multi Invesment Account yang selanjutmdigsebut dengan
DMIA. Didalam kontrak memuat syarat dan ketentuamumn yang berlaku

dan mengikat investor yang membuka rekening PT f@#&sa dalam

dilakukan

oleh  nasabah. Danareksa  Official Web, ptran Tahunan 2011"

http://www.danareksaonline.com
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melakukan transaksi investasi terpadu melalui Delesar atas berbagai jenis
efek dalam satu rekening konsolidasi (Rekening DMBecara garis besar
isi ketentuan dalam kontrak tersebut adalah :
1. Subyek Hukum
Pihak pertama : PT Danareksa Sekuritas
Pihak kedua : Nasabah, baik perseorangan, maupun
instansi dan/atau badan hukum.
Klausula dalam Perjanjian Pembukaan Rekening PT
danareksa :
“Perjanjian Pembukaan Rekening DMIA ini memuat
syarat dan ketentuan umum yang berlaku dan
mengikat bagi para pihak, baperseroan maupun
institusi dan/atau badan hukum (“Nasabah”) yang
membuka rekening d@T Danareksa Sekuritas.”
2. Obyek Hukum
Pembukaan rekening PT Danareksa Sekuritas atau
Danareksa Multi Invesment Account (DMIA)
3. Peristiwa Hukum
Perikatan untuk mengikatkan diri pada syarat dan
ketentuan umum pembukaan rekening PT Danareksa
Sekuritas.

4. |si Kontrak
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Syarat dan Ketentuan Umum Rekening PT Danareksa,
yang terbagi menjadi:
a) Ketentuan Umum Rekening DMIA
b) Syarat dan Ketentuan Rekening Efek
c) Tambahan Syarat dan Ketentuan Rekening Efek
untuk Transaksi Kontrak Berjangka atau Opsi
d) Tambahan Syarat dan Ketentuan Rekening Efek
Untuk Retail Bond Program
e) Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Reksa
Dana Danareksa pada PT danareksa Invesment
Management
f) Syarat dan Ketentuan Jenis Rekening lain yang
ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan
kebijakan Danareksa
5. Akibat Hukum
Bahwa perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat
antara pihak-pihak itu sendiri. Asas ini ditegaskiatam
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menegaskanabahw
perjanjian dibuat secara sah diantara para pihataku
sebagai Undang-Undang  bagi pihak-pihak  yang

melakukan perjanjian tersebut
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“Dengan mengisi dan menandatangani formulir
perjanjian ini, Nasabah menyetujui dan mengikatkan
diri oada syarat dan ketentuan pembukaan rekeriing .
6. Waktu Mengikatnya Kontrak

Menurut BW perjanjian hanya terjadi apabila telata a

kesepakatan para pihak.
“Perjanjian mulai berlaku terhitung sejak tanggal
ditandatanganinya formulir sampai dengan
dilakukannya pengakhiran oleh Danareksa dan/atau
Nasabah”.

Ketentuan ini disesuaikan dengan mekanisme transBHs
Danareksa Sekuritas yang menggunakan sistem swiplading. Setelah
kontrak ditandatangani. Tahap ketiga adalah iwwvesang kemudian
disebut dengan nasabah PT Danareksa Sekuritas shémgnulir aplikasi
rekening DMIA dan melakukan spesimen tanda tandahap terakhir
adalah menyetorkan dana ke rekening PT Danarekkaritas. Setelah
semua tahapan tersebut dilalui maka nasabah akeapeneleh No CIF atau

username untuk melakukan transaksi jual beli efek.

D. Asas — Asas Hukum Perjanjian
Dalam pandangan Bruggink, asas-asas hukum merihikjsi ganda,

yakni sebagafundamentdari sistem hukum positif dan sebagai alat ujtiri



28

terhadap sistem hukum positif tersebut. llustdasi fungsi ganda asas hukum
tersebut yang diberikan Bruggink berkenaan dengatindungan lingkungan
hidup pribadi yang dihargai sangat tinggi didalamstesn hukum positif
(Belanda). Tolak ukur dari asas hukum dipertahané@ipagai cita-cita yang
setiap kali harus direalisasikan. Karena itu menWBruggink asas hukum
sekalipun telah direalisasikan tetap dapat diflagsisebagai alat uji kritis
terhadap sistem hukum positif, yakni bilamana termhwa lingkungan hukum
pribadi ternyata tidak akan kurang mendapat pertigari’.

Asas-asas hukum tidak hanya bermanfaat untuk mdrkacanasalah
— masalah baru dan membuat bidang baru, tetapi pigarlukan guna
menafsirkan aturan-aturan sejalan dengan asasyas®s mendasari aturan-
aturan dimaksud. Asas-asas tersebut sangat perggr@nannya dalam
menafsirkan dan memaknai aturan-aturan yang tidakah dapat secara lengkap
melingkupi semua masalah yang mungkin muncul dga plalam menghadapi
penerapan aturan, pada umumnya asas juga akarbé&upgran, sekaligus untuk
menegaskan kembali makna yang terkait atau dibepkaa aturan tersefftt

Beberapa asas dalam hukum perjanjian adalah seerjait® :

37 J.J.H BrugginkRechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstiee@@eventer, 1993)
Halaman 92-93. Seperti dikutip Herlien BudionAsas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian
Indonesia(Bandung: Penerbit PT Cipta Aditya Bakti, 2006)63

% Herlien Budiono,Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian IndongBiandung:
Penerbit PT Cipta Aditya Bakti, 2006) Halaman 306

%9 Mariam Darus Badrilzaman dkkompilasi Hukum Perikatan(Bandung:PT Citra
Aditya Bakti.2001)Halaman 83
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1. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak tertuang dapam pasal d3fa 4
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan asasbksha berkontrak
ini, para pihak yang membuat dan mengadakan pegamjiperbolehkan
untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau panjg@ng melahirkan
kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestagi wajib dilakukan
tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. Ketenpsmal 1337 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :
“suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang blendnag-
undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaaik Atau
ketertiban umum”
demikian hukum tidak pernah berhubungan dan tidalkupnengetahui apa
yang melatarbelakangi dibuatnya suatu perjanjiagiaimkan cukup bahwa
prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yargtudi dalam perjanjian
yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung uussw Yyang
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaaretemikan umurif.
Sederhananya, dengan asas kebebasan berkontrandienk
kebebasan untuk membuat perjanjian dengan siapdsgj@basan untuk

membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasamemhgkan bentuk

40 Kartini Muljadi dan Gunawan WidjajaPerikatan yang Lahir dari Perjanjian
(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2004), 45-47
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perjanjian, kebebasan menentukan pelaksanaan, apatay dan isi
perjanjiarf®.
Asas ini juga dikenal dalam Hukum Inggri&nsonberpendapat
sebagai berikut :
“a promise mote then a mere statement of intentioit fmports a
willingness on the part of the promise to be botmthe person to

whom it is made”.

Dengan demikian asas kebebasan ini tidak hany& iKUiHPerdata akan

tetapi bersifat univers&l

. Asas konsensualisme

Perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kapalse. Hal ini
dimaksudkan untuk mewujudkan kemauan para ffhaksas ini dapat
ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitalagrtdndang Hukum
Perdata. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata penyebutas tsglangkan dalam
Pasal 1338 KUHPerdata ditemukan dalam istilah “sémata-Kata semua

menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatdaokumenyatakan

‘1 Erman Rajagukguk dkkHukum Perlindungan KonsumeiBandung: Mandar

Maju,2000), 27

42 Mariam Darus Badrilzaman dkkompilasi Hukum Perikatan(Bandung:PT Citra

Aditya Bakti.2001), 83

* Handri Raharjo, SH,Hukum Perjanjian di Indonesja (Yogyakarta:Pustaka

Yustisia.2009)
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keingginannya, yaitu dirasanya baik untuk mencigtagerjanjian. Asas ini
sangat erat kaitannya dengan asas kebebasan mkaigadsajanjian.
. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan piaiak |
menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihakatuy® satu sama lain
akan memegang janjinya. Dengan kata lain akan mamneprestasinya
dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, makanjian itu tidak
mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kagean ini, kedua
pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya pgganitu mempunyai
kekuatan mengikat sebagai undang-undang.
. Asas kekuatan Mengikat

Didalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatangikat.
Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak s@amata terbatas pada
apa yang diperjanjikan akan tetapi juga terhadabeta@a unsur lain
sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatsiema moral.
Demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatutan kdrasaan yang

mengikat para pihak.

. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaiajad, jika
ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, haredssyaan, kekuasaan,

jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajidina¢ adanya persamaan
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ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati sama lain
sebagai manusia ciptaan Tuhan.
. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan reatekan
perjanjian. Asas keseimbangan ini merupakan keiamju dari asas
persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan menentukestgsi dan jika
diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi mekalkayaan debitur,
namun kreditur memikul pula beban untuk melaksamagarjanjian itu
dengan itikat baik. Dapat dilihat disini bahwa kddkaan kreditur yang kuat
diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikéiad baik, sehingga
kedudukan kreditur dan debitur seimbang.
. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figure hukum yang harusgarelung
kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuanengikat perjanjian

itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimanatsyserbuatan
sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak pagimtuk menggugat
kontra-prestasi dari pihak debitur. Hal ini jugarlitet dijaman
zaakwaaeneming, dimana seseorang yang melakukatn gbuatan
dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempueyajiban (hukum)

untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannyes. iAsjuga terdapat
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daalam Pasal 1339 KUHPerdata. Faktor-faktor yangimeeikan motifasi
pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukubertasarkan pada
“kesusilaan” sebagai pengganti dari hati nurani.
9. Asas Kepatutan
Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdataasAs
kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan memgsngerjanjian. Jadi
asas kepatutan ini harus dipertahankan, karenalunelsas ini ukuran

tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keaddm masyarakat.

E. Kajian Umum Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen
Dalam segi perlindungan konsumen, Pitlo memandamgtr&k
baku sebagai perjanjian paksa, bahkan Stuiter, atekgn bahwa kontrak baku
bukanlah perjanjian sebab disini pengusaha berke@und sebagai pembuat
undang-undang swaéta
Sehubungan dengan kontrak baku, undang-undangngentyan
konsumen memberikan perhatian tersendiri sehubuigaigan perlindungan
konsumen yang diatur dalam Bab V tentang ketertlaarsula baku.
Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsume

memberikan definisi atas klausula baku dalam kértieku sebagai berikut :

4 Ronny, Hubungan bank dan Nasabah terhadapProduk Tabungam Beposito
(Jakarta: PT Citra Aditya Bakri. 1995) seperti diguJanus SidanalakHukum Perlindungan
Konsumen di IndonesigBandung :PT Citra Aditya Bakti,2006) Halaman 15
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Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentaansglarat-syarat
yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebihullalsecara sepihak oleh
pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumefatda perjanjian yang
mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Pembuat undang-undang ini menerima kenyataan bahwa
pemberlakuan kontrak baku adalah suatu kebutuhag yidak bisa dihindari
sebab sebagaimana dikatakan oleh Syahdeini, panatjaku/kontrak baku
adalah suatu kenyataan yang memang lahir dari kknotmasyarakat Namun
demikian, dirasa perlu untuk mengaturnya sehingdmk tdisalahgunakan dan
atau menimbulkan kerugian bagi para pihak. Tindgegaimana pengawasan
penggunaan kontrak baku itu sehingga tidak dijadilsebagai alat untuk
merugikan orang laff

Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Komsumembuat
sejumlah larangan penggunaan klausula baku dalamdat kontrak atau

kontrak baku, yaitu sebagai berikut :

5 st. Remy SyahdeinKebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimibagg para
Pihak dalam Perjanjian Kredit BankJakarta:IBl. 1993) halaman 69. Seperti dikutipmuia
Sidabalok,S.H,M.Hum. Hukum Perlindungan Konsumemndonesia (Bandung: penerbit PT Citra
Aditya bakti.2006), 24

46 Janus Sidabalok,S.H,M.HunHukum Perlindungan Konsumen di Indone@andung:
penerbit PT Citra Aditya bakti.2006) Halaman 25
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(1) Pelaku usatfd dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan
untuk diperdagangkan dilarang membuat atau menceatu
klausula baku pada setiap dokumen dan/atau penpapabila:

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak pEmaer
kembali barang yang dibeli konsurfi&n

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak pEmeer
kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/asauyang
dibeli konsumen;

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepaddupel
usaha baik secara langsung maupun tidak langsutuk un
melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitagate
barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya keguaaang

atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

4" Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atianhusaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum yang dididkanberkedudukan atau melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, bsgkdiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalarbade@r bidang ekonomilUndang-Undang
Perlindungan Konsume®s 1 angka 3

8 Konsumen adalah setiap orang pemakai barang danjasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiriu&igda, orag lain, maupun makhluk hidup lain dan
tidak untuk diperdagangkabindnag-Undang Perlindungan Konsum@s, 1 angka 2
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f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangfiaaia
jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yangdn
objek jual beli jasa;

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang
berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atagupahan
lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usahanrdatasa
konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepadeupela
usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gddai,
hak jaminan terjadap barang yang dibeli oleh koresum
secara angsuran.

Dari keterangan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undandingemngan
konsumen di atas, larangan penggunaan kontrak bi#aitkan dengan isi
perjanjian. Dari segi isinya, dilarang menggunakantrak baku yang memuat
klausula-klausula yang tidak adil. Disamping itadang-undang ini mewajibkan
pelaku usaha untuk segera menyesuaikan kontrak yehko dipergunakannya
dengan ketentuan undang-undang ini. Jika dalam dtaagnya masih tetap
dipakai kontrak baku yang tidak sesuai dengan ke#en diatas, akibat
hukumnya adalah batal demi hukum. Larangan danyaeisn tentang
penggunaan kontrak baku diatas dimaksudkan untutempatkan kedudukan
konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkesip pkeseimbangan dan

kebebasan berkontrak dan mencegah kemungkinan ltiggbuindakan yang
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merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan,udiekbn yang tidak
seimbang dan sebagainya yang mungkin dapat dintkafaaleh pelaku usaha
untuk memperoleh keuntungan.

Ini berarti Undang-Undang perlindungan konsumemktidgnelarang
pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku/kontraku yang memuat
klausula baku atas setiap dokumen dan/atau pemanjransaksi usaha
perdagangan barang dan/atau jasa, selama selansepanjang kontrak baku
dan/atau klausula baku tersebut tidak mencantunketentuan sebagaimana

dilarang dalam Pasal 18 ayat (1).
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BAB llI
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Metode Pendekatan
Penelitian ini merupakan penelitian normatif atangditian hukum
kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakutangan cara meneliti bahan
pustaka’.
Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup
1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum

3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal Hanzontal

»

Perbandingan hukum

Menurut Johnny Ibrahim, dalam penelitian hukum apat bebarapa
pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undarstetineg approach pendekatan
konseptual ¢oncentual approagh pendekatan analisisarfalytical approach
pendekatan perbandingasoparative approadh

Penulisan yang berjudul “Analisis Yuridis Kontralkali Pembukaan
Rekening PT Danareksa Sekuritas Berdasarkan Asas+Askum Perjanjian dan
Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1@&8ang Perlindungan

Konsumen” ini adalah pendekatan perundang-undadgamendekatan analisis.

9 Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukunakarta: Ul Press.1986), Halaman 52

0 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjienelitian Hukum NormatifJakarta: Rakawali
Pers, 1986), Halaman 15
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a. Pendekatan Perundang-undangan
Suatu penelitian normatif tentu harus menggungkamdekatan perundang-
undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagaian hukum yang
menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu peaelithdapun aturan hukum
dalam penelitian ini adalah asas-asas hukum pemamada umumnya dan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sekaligus Pa&ahyiat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan lmes pada khususnya
sebagai dasar hukum dari kontrak yang diadakan®leDanareksa Sekuritas.

b. Pendekatan Analisis
Maksud dari analisis terhadap bahan hukum adalatgetehui makna yang
dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalamsas-asas hukum
perjanjian dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nd8nbahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen sekaligus mengetahui penamgpadalam kontrak

baku pembukaan rekening PT Danareksa Sekuritas.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahamuhukneliputi :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan primer adalah adalah bahan hukum yang telairiperaturan
perundang-undangan yang berlaku, khususnya yangganen
tentang hukum perjanjian serta aturan-aturan lamgymendukung,

sebagai pembanding bahan hukum yang dianalisisk umeiihat
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perlindungan hukum terhadap hak-hak para pihaknddtantrak

baku. termasuk bahan hukum Primer yaitu :

1.

2

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlinalung
Konsumen dan Penjelasannya

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar IMizata

Penjelasannya

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dgfedri buku

(literatur), pendapat para sarjana, artikel dan-lain yang terkait

dengan pembahasan tentang kontrak baku dan perjiaduerhadap

para pihak, yaitu:

1.

2.

Buku-buku tentang hukum kontrak

Buku-buku tentang kontrak baku

Buku-buku tentang pasar modal

Buku-buku tentang perlindungan konsumen

Hasil-hasil penelitian

Hasil-hasil karya dari kalangan hukum yang dituadajam

majalah, jurnal dan website.

Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer
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Sumber bahan primer diperoleh dengan cara melihahgumpulkan,
dan menganalisa asas-asas hukum perjanjian, kateKitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 nmdi99
tentang Perlindungan Konsumen.

2. Bahan hukum sekunder
Studi literatur, dengan cara memperoleh bahan mdiaratur sebagai
landasan teoritis untuk mendukung analisa penuliesatang kontrak

baku pembukaan rekening PT Danareksa Sekuritas.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakamamdal
penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pemguan bahan dengan jalan
membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-éokuesmi maupun
literatur-literatur yang erat kaitannya dengan @Safehan yang dibahas
berdasarkan bahan sekunder. Dari bahan tersebutidiem dianalisis dan
dirumuskan sebagai bahan penunjang di dalam pianeiiti. Pengolahan bahan
hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik tkgsilan dari suatu masalah
yang bersifat umum terhadap permasalahan konknefj yhhadapi (Johnny

Ibrahim, 2006:393)
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D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum yang digunakan adsiatue-approach
dananalytical-approachmenguraikan dan menghubungkan semua bahan hukum
yang telah terkumpul dengan sedemikian rupa, sghimgpat disajikan dalam
bahasa penulisan yang lebih sistematis dalam mejssgaban permasalahan
penelitian.

Pengolahan bahan hukum juga dilakukan dengan maaggn
interpretasi historis yaitu melihat dari sejarambémtuknya hukum, karena
hukum tidak serta merta terbentuk begitu saja mieden terbentuk melalui gejala
sosial yang ada terhadap kebutuhan pemenuhan déindpegan hak bagi
Nasabah.

Selain itu juga menggunakan interpretasi sistenyaiisl terbentuknya
suatu peraturan dan/atau undang-undang selalu itagrkdengan peraturan
dan/atau undang-undang yang lain. Dalam peneliiaradalah kaitan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengsgrganjian secara
umum, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199&ngnPerlindungan
Konsumen mengatur tentang perjanjian secara ldhibus.

Selanjutnya hasil pengolahan bahan hukum dian&ksabali untuk
melihat (mencari) pola perlindungan hukum bagi stee Sebagai upaya untuk

mencapai keseimbangan dalam kontrak baku.
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E. Definisi Konseptual
1. Analisis Hukum

Analisis hukum adalah penguraian Peraturan - peratyang bersifat
memaksa yang menentukan tingkah laku manusia délagkungan

masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yaergvajib,

pelanggaran maupun terhadap peraturan-peraturan tghg

mengakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan mdw tertentu dan
penelaahan peraturan itu sendiri serta hubungaar attiran-aturan
untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahasdi

keseluruhan.

2. Kontrak baku

Sutan Remy Sjahdeni merumuskan perjanjian bakuahdpérjanjian
yang hampir seluruh klausula — klausulanya sudalbattukan oleh
pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya ti@knpunyai

peluang untuk merundingkan atau meminta perubda#anurut Hondius
Dalam Purwahid Patrik menyatakan bahwa syarat-syzaku dalam
perjanjian adalah syarat-syarat konsep tertulisgydn muat dalam
beberapa perjanjian yang masih akan di buat, yangahnya tidak
tertentu tanpa merundingkan terlebih dahulu isirfgarat baku yang
disebutkan umumnya juga dinyatakan sebagai pesjaijaku. Jadi pada
asasnya isi perjanjian yang di bakukan adalah tetap tidak dapat

diadakan perundingan lagi.
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BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kesesuaian kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danaksa Sekuritas
dengan asas-asas hukum perjanjian
1. Asas Kebebasan Berkontrak
Untuk mengetahui apakah kontrak baku Pembukaan niteke
PT Danareksa Sekuritas sesuai dengan asas kebdimkantrak seperti
telah diuraikan sebelumnya dalam tinjauan pustaileka dalam kontrak
harus dipastikan adanya:
a. Kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapasaja.
Dalam kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa
Sekuritas menentukan dengan bebas syarat-syaratobamug yang
dapat menjadi Nasabah. Hal ini diatur dalam “I. r@yalan Kuasa
Rekening DMIA bagian 5. Kelengkapan Formulir danrnyetaan
Nasabah”. Selanjutnya PT Danareksa Sekuritas dakamitrak
bakunya menentukan bahwa orang yang mengisi daandatangani
formulir perjanjian pembukaan rekening adalah mergéng terikat
pada kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksai®as.
Dari sisi Nasabah, terdapat kebebasan untuk membuat

perjanjian pembukaan rekening dengan sekuritas sagna
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b. Kebebasan menentukan bentuk kontrak
PT Danareksa Sekuritas dengan bebas menentukarakont
pembukaan rekeningnya berbentuk kontrak baku yafah tdiubah
dalam bentuk formulir. Maka secara otomatis Nasdlaktk memiliki
kebebasan lagi untuk bernegosiasi merubah bentulg yizlah
ditetapkan oleh PT Danareksa Sekuritas Tersebut.
c. Kebebasan menentukan pelaksana, persyaratan damisak
PT Danareksa Sekutitas dapat dengan bebas menentuka
seluruh tata cara pelaksanaan, persyaratan daansiak Pembukaan
Rekening dan bahkan telah dicetak dalam jumlahdadglam bentuk
kontrak baku. Oleh karena itu Nasabah tidak memki&bebasan
untuk merubah segala tatacara pelaksanaan, syamaisidperjanjian
yang dibuat oleh PT Danareksa Tersebut.
d. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak
PT Danareks Sekuritas memiliki kebebasan untuk rsa@mb
kontrak atau tidak membuat kontrak dengan calonabas
berdasarkan persyaratan yang telah dituangkan datanmtrak
Pembukaan Rekening “Syarat dan Kuasa Rekening Diddban 5”.
Nasabah juga memiliki kebebasan untuk memilik akan
menerima atau menolak kontrak baku Pembukaan RekeRiT

Danareksa Sekuritas yang disodorkan oleh PT Dasatg&kuritas.
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e. Kontrak tidak boleh sesuatu yang dilarang dalamalPd837*
KUHPerdata.

Pembukaan rekening bagi Nasabah yang kan melakukan
transaksi efek adalah hal yang tidak dilarang aleldang-undang
manapun, yang bahkan hal tersebut diharuskan @eal B7 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. yzeniu
diperhatikan  disini adalah Undang-Undang Pasar Moda
mengaharuskan Pembukaan Rekening tapi tidak meamsitzar
penggunaan kontrak yang menghilangkan kebebasaabhlasuntuk
menuangkan kehendaknya dalam isi kontrak pembukekening.
Proff. Enggen¥ mengatakan pula bahwa kebebasan kehendak
merupakan tuntutan kesusilaan.

Dari analisa diatas maka dapat dilihat bahwa ké&ntraku
Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuritas terdiepla¢basan
menentukan dengan siapa kontrak diadakan, kebebmasambuat atau
tidak membuat perjanjian. Namun kontrak baku Peradolkekening PT
Danareksa Sekuritas tidak mencerminkan adanya ksbabbagi pihak
Nasabah untuk menentukan bentuk, pelaksanaant siarasi kontrak.

Padahal kebebasan tersebut juga dijamin oleh R838 KUHPerdata.

*1 pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa Suatu selah terlarang, jika sebab itu
dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itueb&mgan dengan kesusilaan atau dengan
ketertiban umum.

%2 Prod Subekti Aneka Perjanjiar{(Bandung: Alumni, 1975), 14
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Oleh karena ketentuan — ketentuan tersebut diasgesifdk kumulatif
maka kontrak baku Pembukaan Rekening PT DanareMdaarifitas tidak
sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak.

2. Asas Konsensualisme

Perjanjian terjadi dengan adanya kesepakatan. Hmal i
dimaksudkan untuk mewujudkan kemauan para pihatla Baat kontrak
baku PT Danareksa Sekuritas menuliskan bahwa “Demgangisi dan
menandatangani formulir dan perjanjian ini, nasabaényetujui dan
mengikatkan diri pada syarat dan ketentuan umumbBkaan Rekening
DMIA..” dan kemudian Nasabah memutuskan untuk nsngian
menandatangani maka teranglah hal tersebut bédadabah memiliki
kemauan untuk menerima apa yang disyaratkan damtiein-ketentuan
yang dibuat oleh PT Danareksa Sekuritas.

Mr. FAJ Gras menyatakan bahwa secara yuridis sSyap®y
menandatangani suatu kontrak baku telah terikagatemsi dari kontrak
itu, meskipun pihak lain tidak punya pilit¥an

Andaikata orang tidak membaca syarat-syarat konttdu
membaca tetapi tidak mengerti maksudnya dan metengkni kontrak

itu, maka persesuaian kehendah telah betfaku

3 Ari S. Hutagaluh dkkHukum Kontrak di Indonesidakarta: Elips,1998), 146

5 |hbid., 149



48

Prof Suberkf® mengatakan bahwa asas konsensualisme juga
terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdata. Pada pembateagang asas
kebebasan berkontrak dapat dilihat bahwa Pasal KBB8Perdata tidak
terpenuhi. Jika dihubungkan dengan asas konsessuigalinaka dengan
tidak adanya kebebasan bagi nasabah untuk berasposenentukan isi,
sama halnya dengan nasabah tidak bisa menyampaikan yang
dikehendakinya. nasabah terpaksa menerima kesalurigi kontrak,
meski terdapat klausula yang tidak dikehendakisgdab nasabah tidak
punya pilihan lain jika ingin melakukan Pembukaaek&iing di PT
Danareksa Sekuritas. Dalam praRfikisi perjanjian tidak dibacakan
sehingga besar kemungkinan nasabah tidak membalckarbatidak
memahami isi perjanjian. Jadi dasar berlakunyaapgan Pembukaan
Rekening PT Danareksa Sekuritas adalah fiksi batagabah dianggap
menyetujui padahal ada kemungkinan ia tidak mehgetasinya.
Berdasarkan pada pendapat ini maka kontrak PembuRa&ening PT
Danareksa Sekuritas tidak sesuai dengan Asas Ksulesme. Sehingga
akibat hukumnya kontrak dapat dibatalkan jika pihakabah memintakan

pembatalan dipengadilan.

% Prod Subekti Aneka Perjanjiar(Bandung: Alumni, 1975), 12

% Seperti yang diamati penulisa dalam KKL yang bdujiProsedur Pembuatan Kontrak
Jual Beli Saham dengan Scripless Trading, Faktltdsim Universitas Brawijaya
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3. Asas kepercayaan
Asas kepercayaan mengandung penalaran bahwa untuk
timbulnya suatu kontrak didasarkan pada adanyar&apaan. Jadi diisi
dan ditandatanganinya kontrak Pembukaan Rekening DRharksa
Sekuritas didasarkan pada kepercayaan diantaraakszlah pihak. Pada
bagian Pembukaan kontrak dapat dilihat bahwa dengamandatangani
kontrak nasabah mempercayai bahwa Danareksa akamlb& atas nama
nasabah untuk melakukan segala transaksi efekndektdengan jujur,
memberikan laporan dan seterusnya, oleh karenardeg@an itulah
nasabah mengikatkan diri pada kontrak PembukaaerfRek Demikian
pula dengan Danareksa yang mempercayai bahwa masakan
memenuhi segala ketentuan yang dibuatnya dalarargien Pembukaan
Rekening PT Danareksa Sekuritas. Maka dari itu apatl Asas
Kepercayaan didalam kontrak Pembukaan Rekening Rihai@ksa
Sekuritas.
4. Asas Kekuatan Mengikat
Berdasarkan Asas Kekuatan Mengikat maka para plitzais
memenuhi apa yang dijanjikin Didalam kontrak Pembukaan Rekening
PT Danareksa Sekuritas, asas ini diwujudkan dalt&ausklanya yang

berbunyi “Dengan mengisi dan menandatangani forndgdn perjanjian

®" Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang meayatshwa perjanjian berlaku
sebagai Undang-Undang bagi para pihak.
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ini, Nasabah menyetujui dan mengikatkan diri paglrat dan ketentuan
umum Rekening DMIA dan perjanjian ini..”. oleh tepht klausula
tersebut dan Nasabah menyetujui serta menandatankamrak

Pembukaan Rekening maka Nasabah dan PT Danareksat&e akan
terikat pada kontrak tersebut. Namun perlu diketdlahwa kekuatan
mengikat para pihak tidak semata-mata terdapat paga yang
diperjanjikan tetapi juga juga terdapat pada umnssur lain yakni asas
kebiasaan, kepatutan dan moral.

Dilihat dari asas kebiasaan maka klausula pembukaatrak
seperti yang terdapat pada kontrak Pembukaan Rekdéhl Danareksa
Sekuritas, juga dilakukan oleh sekuritas-sekurigasg lain® bahkan
perusahaan pengangkutan, asuransi, perhotelan danlaih juga
mencantumkan hal serupa dalam kontrak bakunya. akaay
dimasyarakat tersebut adalah wujud dari asas lkedmasMengenai asas
kepatutan dan moral yang menjadi unsur mengikatogp&rak pembukaan
rekening, pada penjelasan selanjutnya akan diurdéaih dalam bahwa

kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekueitds sesuai dengan

® PT Mandiri Sekuritas dalam kontrak baku pembukaskeningnya menyatakan “Dengan
menandatangani Syarat-Syarat dan Ketentuan Rekétfielg dan Fasilitas Transak€n-Line PT. Mandiri
Sekuritas EASILITAS ON-LINE saya/kami menyatakan dan menegaskan bahwa aayat&lah membaca,
mengerti dan memahami dengan baik setiap dan s&n@yarat-Syarat dan Ketentuan Rekening Efek dan
Fasilitas Transak$Dn-LinePT. Mandiri SekuritasRASILITAS ON-LINEini”.

PT BNI Securities dalam kontrak bakunya juga metwakan klausula serupa dalam pembukaan
kontraknya “ Perusahaan dan Nasabah, selanjutisgduti sebagai “Para Pihak”, sepakat untuk mengikatk
diri dalam Perjanjian dengan ketentuan dan pertyard’
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asas moral tapi tidak sesuai dengan asas kepatidadn.dengan tidak
sesuainya isi kontrak degan asas kepatutan makaakomenjadi tidak
sesuai dengan asas kekuatan mengikat yang memjadges kepatutan

sebagai unsur yang harus dipenuhi.

. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak sederajat dimatairhu
terlepas dari segala jenis perbedaan yang dinaléh para pihak. Wujud
dari asas persamaan hukum ini dimuat dalam konRaknbukaan
Rekening PT Danareksa Sekuritas bagian ‘Lain-lain Blukum yang
Berlaku’ yang berbunyi “Mengenai ketentuan pergmjini dan segala
akibat hukumnya akan berlaku Hukum Negara Repubidonesia”.
Dituliskannya klausula yang demikian menunjukkahvia diantara para
pihak tidak terdapat diskriminasi ras, agama, sblngsa dan lain
sebagainya, bagi kedua pihak diberlakukan hukumg ysaima yakni
hukum Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkeesesuaian
antara kontrak dengan asas persamaan hukum.

. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memilildudrikan
yang seimbang. Didalam kontrak Pembukaan RekenihgD&nareksa
Sekuritas bagian ‘Syarat dan Kuasa’ menunjukkanwhalbanareksa
diberi wewenang untuk bertindak atas nama nasaWatuenang tersebut

diimbangi dengan kewajiban Danareksa untuk meméerikaporan
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konsolidasi kepada nasabah yang tertuang dalanrakopiada bagian
‘Laporan Konsolidasi Akun’.

Pada kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa &ekuri
bagian ‘Prosedur Pembukaan Rekening’ terdapat utdausyang
menyatakan bahwa prosedur pembukaan rekening depdiah sewaktu-
waktu tanpa pemberitahuan kepada nasabah. Sedamda bagian
‘Kelengkapan Formulir' dinyatakan bahwa setiap sg&th terjadi
perubahan pada informasi nasabah, maka Nasabad araberitahukan
kepada Danareksa. Dari klausula tersebut nampak sdimbang antara
kewajiban para pihak, yakni pada saat terjadi pdrab, Nasabah
diwajibkan memberitahu Danareksa. Sedangkan Dasarekidak
mewajibkan dirinya untuk memberitahu Nasabah gkgti perubahan.

Selain itu ketidakseimbangan juga nampak pada &bntr
pembukaan rekening yang klausulanya menyatakan daNasabah
menjamin dan membebaskan Danareksa dari segak gegatan yang
mungkin timbul, dan pada klausula yang lain merkaia bahwa
Ketentuan ini tidak menghilangkah hak Danareksaukunhengajukan
gugatan terhadap nasabah. Oleh karena itu kontalb&kaan Rekening

PT Danareksa Sekeritas tidak sesuai dengan assiskesigan.

. Asas Moral

Asas ini mengatur bahwa perbuatan sukarela daeosmsg tidak

menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontratpses Dalam
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kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekuriezgganut asas
moral yang ditunjukkan dalam klausula “Dalam hakering efek
menunjukkan saldo negatif, Danareksa berhak namdak tvajib, untuk
dan atas nama nasabah membeli efek dimaksud.”.inHdderarti, jika
Danareksa mengambil haknya berarti dia bertindakarela dan
karenanya tidak dapat menggugat kontra-prestasagase demikian
kontrak Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekueitds sesuai dengan
asas moral.
8. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdatdelalui
asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan olsh k@adilan dalam
masyarakat. Dalam kontrak Pembukaan Rekening ParBksa Sekuritas
menyatakan bahwa dimungkinkan ada perubahan taepderitahuan
kepada Nasabah. Hal ini tidak sesuai dengan aspatutan karena
merupakan tindakan sepihak. Jadi jika ada perubbbars diberitahukan
kepada pihak yang mengadakan perjanjian sebelumn @dda waktu
perjanjian itu dibuat, agar mengikat sebagai bagiani perjanjian.
Apabila tidak dikomunikasikan kepada para pihak andidak akan

mempunyai akibat hukum.

% pasal 1339 KUHPerdata berbunyi persetujuan tidak/é mengikat apa yang dengan
tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segataiatu yang menurut sifatnya persetujuan
dituntut berdasarkan keadilan,kebiasaan, atau gadadang.
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Dalam ‘Indemnifikasi 1’ kontrak Pembukaan RekeniRg
Danareksa Sekuritas dinyatakan bahwa Nasabah menjahan
membebaskan Danareksa dari segala kerugian, keailarkerusakan,
tuntutan maupun gugatan. Klausula tersebut merupgl@mbebasan
tanggung jawab Danareksa dari segala kerugian bhaplgata. Rutten
menyatakan bahwa pembebasan atau pembatasan tgrjggab adalah
tidak diperkenankafl

Pada bagian ‘Perjumpaan Hutang' terdapat klauswdagy
menyatakan bahwa Danareksa dapat mendebet saldabadtiaganpa
pemberitahuan terlebih dahulu. Pada bagian ‘Lain-lsab Pengesahan’
terdapat klausula yang berbunyi bahwa Nasabah mahigan tindakan
Danareksa yang tanpa kuasa dan instruksi dari [dhs@an pada bagian
‘Instruksi (c)’ klausulanya berbunyi bahwa Danaeek$apat menolak
melaksanakan instruksi dari Nasabah. Dari klauklalasula tersebut
nampak tindakan-tindakan sepihak Danareksa yangsalea disahkan
dalam perjanjian. Tindakan ini bisa meyebabkan pdrak menanggung
resiko yg berat sebelah. Kondisi ini bisa menimbaolketidakadailan.

Bagian ‘Jangka Waktu Perjanjian’ klausulanya med&pa
ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata. Dan pada bagiam-Llain sub

Pemberian Kuasa’' klausulanya Nasabah melepaskantiyah Pasal

60 Ari S. Hutagaluh dkktHukum Kontrak di Indonesi@akarta: Elips,1998), 155
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1813, 1814, dan 1816 KUHPerdata. Ketentuan dalauskla tersebut
menyalai rasa keadilan. Merujuk pada pendapat Riato Aristoteles
bahwa ukuran dari keadilan addtah(l) seseorang tidak melanggar
hukum yang berlaku, sehingga keadilan betawtiful. Jadi hukum tidak
boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.hOkarena itu Pasal
1266 KUHPerdaf¥ sebagai hukum tertulis Indonesia harus diikut). (2
seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haksghingga keadilan
berarti persamaan hak. Dengan kontrak pembukaaenirek maka
Danareksa diberi hak melalui pemberian kuasa umeilakukan transaksi
efek atas nama Nasabah. Dengan Pasal °1818814% 1816

KUHPerdat8®> Danareksa dapat kehilangan haknya untuk bertransak

®1hid., 93

%2 pasal 1266 KUHPerdata berbunyi Syarat batal dimggelalu dicantumkan dalam
persetujuan yang timbal balik, andaikata salah pdtak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal
demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tepgpnbatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.
Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun gsybegal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban
dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim
dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugjagsh memberikan suatu jangka waktu untuk
memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidaleh lebih dan satu bulan.

%3 pasal 1813 KUHPerdata berbunyi Pemberian kuasikiiedengan penarikan kembali
kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan peraghémtisanya oleh penerima kuasa; dengan
meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemhesa maupun penerima kuasa dengan
kawinnya perempuan yang memberikan atau menerimsaku

%4 pasal 1814 KUHPerdata berbunyi Pemberi kuasa dapaarik kembali kuasanya bila
hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegaagpkuntuk mengembalikan kuasa itu bila ada
alasan untuk itu.

® pasal 1816 KUHPerdata berbunyi Pengangkatan sgqamerima kuasa baru untuk
menjalankan suatu urusan yang sama, menyebablanikjia kembali kuasa penerima kuasa yang
pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya pengatan itu kepada orang yang disebut
belakangan.
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efek atas hama Nasabah. Oleh karena itu jika ketariPasal 1813, 1814,
1816 KUHPerdata dilepaskan maka Danareksa daptndade melebihi
haknya. Dan tentu saja hal tersebut tidak memenuhusan keadilan.
Sehingga secara otomatis perbuatan tersebut tidaknemuhi asas
kepatutan.
. Asas Kepastian Hukum

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat gugign
sebagai undang-undang. Dalam pembukaan kontrak ngenelah
dituliskan bahwa dengan mengisi dan menandatangenairti Nasabah
telah mengikatkan diri atau pernyataan bahwa pdanrakpterikat saat
kontrak ditandatangani, atau segala penyataan isejeNamun
mengikatnya kontrak tersebut tidak memenuhi ungasegakatan dalam
Pasal 1388 KUHperdat maka tidak ada kepatian hulsof. Subekti juga
mengemukakan bahwa pelanggaran terhadap ketentasal @338
KUHPerdata mengakibatkan kontrak itu tidak sahjdga tidak mengikat
sebagai undang-unddftig

Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpukawa
kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa $mkusesuai
beberapa asas hukum perjanjian yakni Asas Kepaanaysas Persamaan

Hukum dan Asas Moral. Namun tidak sesuai dengars ASsbebasan

% Prod Subekti Aneka Perjanjian(Bandung: Alumni, 1975), 12
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Hukum dan Asas Kepatut

Berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas Kekuatan Matg Asas

Keseimbangan, Asas Kepasti

p1-e-qn-A1031s0daJ VAVIIMYYS (@&,
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Asas Hukum Perjanjian dalam Klausula — Klausula Kortrak Baku
Pembukaan Rekening PT Danareksa Sekurita

Asas-Asas Sesuai/ Bagian Klausula-Klausula
Hukum Tidak Kontrak
Perjanjian Sesuai
Kebebasan Tidak Pembukaan | "Dengan mengisi dan
Berkontrak Sesuai | Kontrak menandatangani formulir _dan
perjanjian ini, Nasabah
menyetujui dan mengikatkan
diri pada syarat dan ketentuan
umum Rekening DMIA dan
perjanjian ini.."
Asas Tidak Pembukaan | "Dengan mengisi danp
Konsensualisme Sesuai | Kontrak menandatangani formulir dan
perjanjian ini, Nasabah
menyetujui dan mengikatkan
diri pada syarat dan ketentuan
umum Rekening DMIA dan
perjanjian ini.."
Asas Sesuali Pembukaan | "Dengan disetujuinya
Kepercayaan Kontrak permohonan pembukaan

rekening oleh Danareksa, maka

Nasabah setuju bahwa:

Danareksa diberi kuasa unt
bertindak untuk dan atas nar
nasabah, melakukan transa
penjualan dan/atau pembelia
(b) Danareksa dap:
mengalihkan sebagian at;
seluruh hak dan kewajibanny

berdasarkan perjanjian i
kepada afiliasi.. Agar Nasab:
mempunyai keleluasag
melakukan berbagai jen
transaksi.. (c) Nasabg
memberikan kuasa kepa

Danareksa, untuk memberik
instruksi keada DIM..

a)
uk
na
ksi
n..
At
AU
ya
Ni
ah
N
S
h
fa
an
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Asas-Asas Sesuali/ Bagian Klausula-Klausula
Hukum Tidak Kontrak
Perjanjian Sesuai
Pembatasan | "..Danareksa hanya
Tanggung memberikan layanan untuk
Jawab melakukan transaksi secara
jujur dalam  memberikan
laporan dalam transaksi
Asas Kekuatan Tidak Pembukaan | "Dengan mengisi dan
Mengikat Sesuai | Kontrak menandatangani formulir dan
perjanjian ini, Nasabah
menyetujui dan _mengikatkan
diri pada syarat dan ketentuan
umum Rekening DMIA dan
perjanjian ini.."
Asas PersamaarSesuai Lain-Lain "Mengenai ketentuan
Hukum (Hukum yang| perjanjian ini dan segala akibat
Berlaku) hukumnya akan berlaku hukum
Negara Republik Indonesia
Asas Tidak Syarat dan "Danareksa diberi wewenang
Keseimbangan | Sesuai | Kuasa dan kuasa untuk bertindak
Rekening untuk dan atas nama Nasabgh,
DMIA dan | melakukan transaksi.|"
Laporan diimbangi dengan "Nasabah
Konsolidasi | akan memperoleh laporan
Akun konsolidasi rekening DMIA

Portofolio dan
Pemberituan

mengenai posisi portofolio.."
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Lanjutan Tabel..

Asas-Asas Sesuali/ Bagian Klausula-Klausula
Hukum Tidak Kontrak
Perjanjian Sesuai
Prosedur "Prosedur pembukaan rekening

Pembukaan | DMIA akan tunduk pada
Rekeing dan ketentuan yang ditetapkan oleh
Kelengkapan | Danareksa .. Serta dapat
Formulir dan| berubah sewaktu-waktu tanpa
Pernyataan pemberitahuan terlebih dahulu
Nasabah kepada nasabah"
dibandingkan dengan
"Nasabah menyatakan.. Setiap
saat akan  menyampaikan
kepada Danareksa perubahgn,
tambahan, maupun perbaikan
terhadap informasi, data dan
keterangan tersebut"

"Nasabah menjamin ___dan
membebaskan Danareksa,
direktur, pegawai dan petuggas
dan perwakilannya atas dan
dari segala kerugian,
kehilangan, kerusakan, tuntutan
maupun_gugatan yang mungkin
timbul sehubungan dengan
pelaksanaan perjanjian”
dibandingkan dengan
"Ketentuan dalam Pasal ini
tidak menghilangkan  hak
Danareksa untuk mengajukan
gugatan terhadap Nasabah
melalui badan peradilan.."
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Asas-Asas Sesuali/ Bagian Klausula-Klausula
Hukum Tidak Kontrak
Perjanjian Sesuai
Asas Kepastiaf Pembukaan
Hukum Kontrak "Dengan mengisi dan
menandatangani formulir dan
perjanjian ini, Nasabah
menyetujui dan _mengikatkan
diri pada syarat dan ketentuan
umum Rekening DMIA dan
perjanjian ini.."
Pembukaan | "Perjanjian Pembukaan
Kontrak Rekening DMIA ini memuat
syarat dan ketentuan umum
yang berlaku dan mengikat
bagi pihak-pihak..
Kelengkapan | "Dengan menandatangani
Formulir dan| Formulir ini, Nasabah
Pernyataan menyatakan bahwa Nasabah
Nasabah telah membaca, mengetahui,
memahami dan menyetujui
serta_terikat sepenuhnya pada
syarat dan ketentuan dalam
perjanjian ini"
Asas Moral Sesuai Penyelesaian"Dalam hal Rekening efek
transaksi (j) menunjukkan saldo negatif
(short position), Danareksa
berhak namun tidak wajib,

untuk dan atas nama Nasal
membeli efek dimaksud.."

ah
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Asas-Asas Sesuali/ Bagian Klausula-Klausula
Hukum Tidak Kontrak
Perjanjian Sesuai
Asas Kepatutan| Tidak | Prosedur "Prosedur pembukaan rekening
Sesuai | Pembukaan | DMIA akan tunduk pada
Rekening ketentuan yang ditetapkan oleh
Danareksa Serta dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu
kepada nasabah”
Indemnifikasi | "Nasabah menjamin  dan
1. membebaskan Danareksa,

direktur, pegawai dan petugas

dan perwakilannya atas dan
dari segala kerugian,
kehilangan, kerusakan, tuntutan
maupun gugatan yang mungkin
timbul sehubungan dengan
pelaksanaan perjanjian”

Jangka Waktu "Danareksa dan  Nasabah
Perjanjian dengan ini _sepakat untuk
melepaskan ketentuan -
ketentuan yang terdapat dalam
Pasal 1266 KUHPerdata
sepanjang yang berkaitan
dengan pengakhiran perjanjian”
Perjumpaan |"..Nasabah memberi kuasa
Hutang (Set kepada  Danareksa  untuk
Off) mendebet saldo dalam Cash

Account tanpa pemberitahuan
sebelumnya kepada Nasabah"
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Asas-Asas Sesuali/ Bagian Klausula-Klausula
Hukum Tidak Kontrak
Perjanjian Sesuai
Lain-Lain "Nasabah dengan ini
(pengesahan) | mengesahkan setiap tindak

instruksi.."

an

Danareksa baik berdasarkan

kuasa dan instruksi
maupun

Instruksi (c)

Danareksa berhak,
pertimbangan sendiri,
menolak

unty

instruksi yang diberikan ole

Nasabah

Lain-Lain
(Hal-Hal Lain
dan
Perubahan)

"Hal-Hal lain yang belun
diatur dalam perjanjian ini da
atau vyang perlu diubal
ditambah dan/atau diganti ak
dilakukan oleh  Danareks
sesuai dengan ketentuan g
kebijakan internal Danareks
dan peraturan perundan
undangan yang berlaku deng
atau  tanpa pemberitahu
terlebih dahuku kepad
Nasabah dan mempuny
kekuatan hukum yang san
dengan perjanjian yan
mengikat Nasabah.

Lain-Lain
(Pemberian
Kuasa)

"..Nasabah dengan [
melepaskan ketentuan Pa
1813, 1814 dan 181
KUHPerdata"

melaksanakan

Nasabah
tanpa kuasa dan

atas

k

h

n
n,
an
a
an
5a
g_
an
an
a
ai
ha
g

L7 2 =]
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B. Kesesuaian Kontrak Baku Pembukaan Rekening PT Danaksa
Sekuritas dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Mor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen

Kontrak baku dilihat pada fungsinya memiliki keumgan yang
sangat banyak, diantaranya para pelanggan atabamskan mempunyai
Syarat-syarat yang sama, garansi, harga, jumlahmddn yang sama dalam
mengadakan transaksi perdagangan. Demikian pulapasgrta perjanjian
akan mendapat keuntungan dengan menghemat biagmn dhal penyerahan
jasa atau barang sesuai dengan harga yang nornettbdalam mekanisme
pasar.

Berlakunya kontrak baku yang demikian menguntungkidak
dilarang dalam Pasal 18 Undang-Undang No 8 tahuf9 1fntang
Perlindungan konsumen. Pasal 18 Ayat (1) UndangabgdPerlindungan
Konsumen membuat sejumlah larangan penggunaanukdalimku dalam
standart kontrak atau kontrak baku, yaitu sebagyakia :

(1) Pelaku usatt4 dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan
untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencdatu
klausula baku pada setiap dokumen dan/atau penjpapabila:

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

®7 pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atianhusaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum yang dididkanberkedudukan atau melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, bsgkdiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalarbadir bidang ekonomiUndnag-Undang
Perlindungan Konsumei®s 1 angka 3
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b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak
penyerahan kembali barang yang dibeli konsiffhen

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak
penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang
dan/atau jasa yang dibeli konsumen;

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepadépel
usaha baik secara langsung maupun tidak langsutuk un
melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitagase
barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan
barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh kesisu

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi
manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan komsume
yang menjadi objek jual beli jasa;

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepadda peraturag yan
berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau
pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelakha
dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang diaeliny

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada

pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak

® Konsumen adalah setiap orang pemakai barang danjasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiriu&igda, orag lain, maupun makhluk hidup lain dan
tidak untuk diperdagangkabindnag-Undang Perlindungan Konsum@s, 1 angka 2
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gadai, atau hak jaminan terjadap barang yang diieh
konsumen secara angsuran.
Berikut adalah analisis pasal terhadap kontrak Be&mbukaan Rekening PT
Danareksa Sekuritas.

a. Pada bagian perjumpaan hutang terdapat klausugabebunyi:
..Nasabah memberi kuasa kepada Danareksa untuk
mendebet saldo dalam Cash Account tanpa
pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah

Bagian lain-lain sub pengesahan terdapat klausuig perbunyi:
Nasabah dengan ini mengesahkan setiap tindakan
Danareksa baik berdasarkan kuasa dan instruksi
Nasabah maupun tanpa kuasa dan instruksi..

Klausula tersebut memenuhi unsur — unsur dalaml B8sayat (1) huruf

d, yang melarang menyatakan pemberian kuasa dasukeen kepada

pelaku usaha baik secara langsung maupun tidaksuagg untuk

melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitagasebarang yang
dibeli oleh konsumen secara angsuran;

b. Pada bagian perjumpaan hutang terdapat klausutabgbunyi:
..Nasabah memberi kuasa kepada Danareksa untuk
mendebet saldo dalam Cash Account tanpa
pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah

Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f terdapat larangdaankumengurangi harta

kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli. jBsa dalam hal ini
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cash account adalah objek jual beli jasa dalam r&knpembukaan
rekening.
c. Pada bagian hal lain-lain dan perubahan terdapatsila yang
berbunyi:
Hal-Hal lain yang belum diatur dalam perjanjiandan
atau yang perlu diubah, ditambah dan/atau digat a
dilakukan oleh Danareksa sesuai dengan ketentuan da
kebijakan internal Danareksa dan peraturan pergidan
undangan yang berlaku dengan atau tanpa
pemberitahuan terlebih dahuku kepada Nasabah dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan
perjanjian yang mengikat Nasabah.
Klausula tersebut dilarang oleh ketentuan Pasalyd8 (1) huruf g. Yang
menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yamga aturan
baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahantdanjyang dibuat
sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen rfeatie@m jasa
yang dibelinya.
Dengan demikian kini diketahui kontrak baku Pemiamka
Rekening PT Danareksa Sekuritas tdak sesuai dePgsal 18 ayat (1)
karena dalam kontrak diketahui terdapat klausulangyalilarang

berdasarkan pasal 18 ayat (1) tersebut yaitu hdyfulan g. Hal ini

memiliki akibat hukum kontrak batal demi hukum.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa S$akuiika
dianalisis berdasarkan asas-asas hukum perjanjie@anumukkan
kesesuaian dibeberapa asas yakni Asas kepercassmpersamaan hak
dan asas moral. Sedangkan kontrak pembukaan rekésisebut tidak
sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, asasndwmisme, asas
kekuatan mengikat, asas keseimbangan, asas kepaskkam dan asas
kepatutan yang juga merupakan bagian dari asasiakam perjanjian.

2. Kontrak baku Pembukaan Rekening PT Danareksa $akuidak sesuai
dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-UndangpN8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen. Yakni Pasal 18 @ydturuf d,f, dan g
melarang tindakan sepihak, pengurangan kekayaaukwen, dan tunduk
pada isi kontrak yang berubah, justru kontrak pewmbno rekening PT
Danareksa Sekuritas melakukan larangan tersebutahBhl larangan
tersebut diciptakan pembuat undang-undang yang kdimadkan untuk
menempatkan dedudukan konsumen setara dengan pelakha
berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

B. Saran
1. Bagi pembuat undang-undang hendaknya membuat peaggtengenai

kontrak baku yang lebih ketat dan membebankan kearajuntuk
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membacakan dan menjelaskan isi kontrak bagi pemkarmtrak baku

agar tidak ada lagi kontrak-kontrak dalam kehidupermasyarakat yang
tidak sesuai dengan asas hukum perjanjian dan lgadadang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

. Bagi Perusahaan Sekuritas hendaknya pembuatanakobaku yang

disesuaikan dengan asas-asas hukum perjanjian elantkan Pasal 18
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentaedirRlungan

Konsumen. Apalagi jika dihubungkan dengan PT Désareyang

merupakan BUMN Pelopor di bidang pasar modal. tempa yang

dilakukan merupakan panutan bagi perusahaan sesepsn itu, jika

kontrak baku sejak awal dibuat sesuai asasnya nakikam tercipta

keadilan dimana masing-masing pihak memiliki hak #awajibannya

yang seimbang.
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